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BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Menimbang :

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI MOROWALI,

bahwa dengan semakin berkembangnva wusaha
perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah,
usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar,
maka pasar iradisionai periu diberdayakan agar dapat
tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memperkuat serta saling menguntungkan:

bahwa dalam usaha membina pengembangan industri
dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi
parang periu diberikan pedoman bagl penyeienggaraan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,
menvangkut norma-norma keadilan, saling
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan
antara pemasok barang dengan toko modern serta
PENEEIIDANgAn Keliraan dengdn usana keci seningga
tercipta  tertib  persaingan dan = keseimbangan
kepentingan produsen, pemasok toko modern dan
konsumen ;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud daiam nhurui a, dan hurui b periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelaniaan dan Toko modern.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Periilndungan Konsumen (Lembaran iNegara Kepubilk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Rabupaien Banggal Kepuiauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 5i Tahun iY9Y tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
Undang-undang NoOmMor 2o ‘lanun  ZUUZ  leniang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikio, kecii hMenengan (Lembaran Negara Kepubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Lembaran Negara Kepubilk indonesia Tanun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Trmdannaia Nama- EN22).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

LC.ld...U. uxuuaux UCUCL dyd. I\c-l..ll Tl d..l\.l.lll ucuscu; uu.ua.ug—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Au.scua 4\\,yuu1m LLLL&ULL\;\’JLQ L\ULLLUJ. \JUI J,,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

Peraluran Pemerinian Nomor 52 ‘fanun i¥9Ys ieniang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);

Peraturan FPresiden Kepubilk indonesia Nomor 1iZ
Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukuin Daerail (Berlia  Negard Kepubilk  indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan
Lemparan Daeran Kabupaien Morowail Nomor UZUZ).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.
Bupati adalah Bupati Morowali.
Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian

Kahn naten Marawa 1

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih
dan Satu baik yang dlsebut sebagau pusat perbelan_}aan, pasar
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sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Femerinianh, Pemerintan Daerah, Swasta, badan Usaha MiilK Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta
dengan tempat usaha berupa toko. kios. los dan tenda vang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan

nroasg 1_11(\1 ka] "\nv-nv-\rr Aﬂﬁﬂﬂl‘l’ﬁﬂ maln|11 fnvvrr\f‘ manaurar.
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Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu
atau beberapa bangunan yang d1dmkan secara vertxkal maupun
.I.J.U.l .lLULL Lﬂ..l J ClJ..I.S L.I.J.J LAC-LL c.u.au ULO\.’ W G.I\G..l.l nuyaua P\.«lm\u LLDG:llGL al,au.
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang
berbentuk pertokoan.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan
untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelavanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,
supermarket, departemen store, hypemarket ataupun grosir.
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keglatan “usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan
manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang
mcrupaken juringunnyd.

Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang
kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja
sama usaha.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau
badan usaha perorangan vang memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perseorangan ata badan usaha yang bukan
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dumhkl dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.



14.

15.

lb.

17.

18.

19.

20.

Zd.

22,

23.

24,

25.

26.

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif vang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha

naat ﬁnnl v-n-‘ ‘r neenyn atars ﬁvvrﬂn+r\ 11nn‘-|r\ natiinoaan Anﬁ 11nn1‘\n nrnr\n

yang melakukan keglatan ekonomi.
Kemitraan adalah kerjasama dalam kebcrka_ltan usulan baik langsung

J.l..laui.lhlll uu.cux u:\_usouus aias uqocu t.u.;uoxy oauus iiii;iiii.;ii'djidii,
mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.

Syarat perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama
antara pemasok dan toko modern / pengelola jaringan minimarket
vang berhubungan dengan pemasokan produk-produk vang
diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat
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pengelolaan pasar tradlonal‘pusat perbelan_]aan dan toko modern yang

diterbitkan oleh Pemenntal Dueruli Kubupalen Morowadi.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perianijian., menvelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi.

Harga barang adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/

n+n11 nan11n; ]rnnﬂr\n]rnfnn Aantara nara mnihals As nnanr harannalriitan
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Konsumen adalah setiap pemakal dan/atau jasa baik untuk
kepentmgan dll‘l sendm maupun untuk kepenﬁngan p1hak lam

LJC\-J-CLI-16 aucum.l. D\;Ll.ﬂ.l.} ux.,.l.xu.a, UGl.lI\ U\.r.l W uJuu lllauyull Ll\.-lGl..[\ Ub.quJblu,
baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha.

Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan izin usaha
pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin
usaha toko modern.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
anolmitan mum dengan ciri perialanan jaral iauh, kecepatan rata-
rata tinggi, dan Jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
Jalan kolektor merupakan jalan umum yang. berfungs.1 melayanl

mxsxxuw; PUALSHL&AP l-ll. umu P\.«LJ.J-ULL&L u\-;;smx La“l. PUIJW“‘L&ML J(.uL.l (A.IX

sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan Kecepatlan rata-rata
rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan merupakan jalan umum vang berfungsi melavani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah.

BAB II
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 2

(1) Pendirian Pasar Tradisional waiib memenuhi ketentuan sebagai

berikut:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan

]rnl—\nfnr‘non noaar frﬁrhoinﬁrxl Dnoaf Dnrhplﬁrﬂnnﬂ Aan 'T‘n'lrn



(1)

(<

(1)

(2)

(2

Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi vang ada
diwilayah yang bersangkutan.
b. Menyediakan areal parkir.

l‘nv\‘rrnr‘1ﬂ1’n“ an.lu-ﬂn raner man;nv\ﬁ_:n nnnr\_c-

r

ber31h sehat, aman, tertib dan ruang pubhk yang nyan:xan
(2) Penycdlaan areal park1r sebaga.unana dimaksud pada ayat (1) huruf
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tradisional dengan pihak lain

BAB III
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Pasal 3

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar tradisional, Usaha MiKro Kecil Menengah (UMKM) yang ada
diwilayah yang bersangkutan

b. Memperhatikan jarak antara hvpermarket dengan pasar tradisional

yang telah ada sebelumnya

Menyediakan areal parkir

\ﬂantrnr‘1nirnﬂ facilitaa Ty mnnvnm1n ~ii1ant ﬂo“l‘\n‘f\ﬁ [a¥akel Anﬁ +r\]rn
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modern yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang
nyaman.

1. \’LI.J \,uxamx m\,m tlm n..u D\,uaﬁa_uu.m.l.a u.u;la.nouu yaua a_y cu. ‘.L’ 1..[\.{1 ul. \4
dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat
perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Pasal 4

Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko modern
selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan usana mikro, Kecii, dan
menengah (UMKM) yang berada diwilayah yang bersangkutan.

Analisa kondisi sosial ekonomi masvarakat dan keberadaan pasar
tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana
d1rnaksud pada ayat (1) meliputi :

Q+v—11]r+111~ ﬁﬂﬂf“"f“"“r man--!nv'- mn+n ﬂﬂﬂ!\ﬁl‘iﬂﬂ(\ﬂ Ann v\nv\rl e ]rnn

! ngkat pendapatan ekonomi rumah tangga; ‘
1 Kepadatan penduduk

. .I. \.rl Luxuuuxla..l.x yu;;uuuun,

. Kemitraan dengan UMKM lokal;

Penyerapan tenaga kerja lokal,

. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi
UMKM lokal;

. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum vang sudah ada:
Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak hypemarket

el = o UQ!“‘!("DC.!‘.OU‘f

pada ayat (2) berupa kajlan yang dllakukan oleh badan/ lembaga
mdependen yang berkompeten
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wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat
pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan izin prinsip usaha.



(6)

(7)

(8)

(o)

Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada avat (3)
melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
diwilayah yang bersangkutan.

Hasgil eonslise kondisi scosigl eltonomi masgverakat sebagaimane

dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yaHg tidak

terpisghkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat

Pbl AlAVJIAJLILCALL .

a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko
modern selain minimarket; atau

b. lzin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko
modern selain minimarket.

Toko modern vang terintegrasi dengan pusat perbelaniaan atau

bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).
ndern sehagaimana dimalzeuid nada avat (R) dilrecuinlilban nintnls

Toko modern sebagaimana dim
minimarket.

(10)pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang

(CIiIilCKIUbL UCIigdil pubdi poiutidiijuadii didu vaiiguiiadl idili Widjiv
memperhatikan:

a. kepadatan penduduk;

b. perkembangan pemukiman baru,

c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);

d. dukungan / ketersediaan infrastruktur: dan

e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar

yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

(1 T nandirian minimarlrat  ashaongimana  dimalrentd  naoda  avat 1n

(1)

(2)

(3)

diutamakan untuk diberikan }epada pelaku usaha ‘yang do}rlisilihya
sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.

BAB IV

LOKASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sisten_l jaringan ialan,
termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lmgkun_gan pada
kawasan pelayanan bagian Kkota atau lokal atau lingkungan

(nerimahan) didalam lota,

i:Iypermarke’t dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada
sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan 1‘:idak. bolel"i bez:ada pada
kawasan polayanai W0Kal atau lingkungan didaiain Kola / plisGlaaii.
Supermarket, toko modern, swalayan tidak boleh berlokasi pada
sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak _boleh berada pada
kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan. .
Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelavanan

lingkungan (perumahan) didalam kota / perkotaan.

BAB YV
KEMITRAAN USAHA
Pasal 6

] ji diakan tempat usaha
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyedi: :
untuk usaha mikro kecil dan menengah dengan harga jual atau biaya sewa



vang sesual dengan kemampuan usaha Mikro Kecil dan Menengah atau
yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui
kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 7

(1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam
bentuk kerjasama pemasaran lokasi usaha atau penerimaan pasokan
dari pemasok kepada pusat perbelanjaan, toko modern yang dilakukan

acannrn i-n-v-lﬁ'l 11rn

(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dﬁakukan dalam bentuk;

G.- ux\..tua.omm.u LJCLIGLI.AS FLU\J.LJ..I.\DL ::;IV;;; _ycu.ls ulﬂ\:.l.llc-l.o cu.au L,‘l;;\\.,xuao
ulang dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain
yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

b. Memasarkan produk hasil UMKM melalul etalase atau outlet dari
toko modern

(3) Penvediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada

UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat

Perhelaniaan dan Talla Madern

(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan
ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 8

(1) Keriasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari
pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
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nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar
yang dltetapkan toko modern

pmy w v rn mrEe =
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dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan
tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan bentuk kerja
sama lain.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat
dalam perjanjian tertulis vang disepakati kedua belah pihak tanpa
tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VI
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN
Pasal 9

Dalam rangka menciptakan hubungan keria sama vang berkeadilan.
saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko
modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat memfasilitasi
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ker_;a sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VII
PERIJINAN
Pasal 10

(1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
toko modern, wajib memiliki:



a. liin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar
Tradisional;

b. [jin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan dan pusat

ﬂﬁf‘"\ﬁ‘ﬂ“iﬂﬂﬂ

C: I_]ln Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, swalayan dan
toko serba ada

IUTM  untuk minimar Kci diulainaxaii bag; P\.,;dx\u usdiia nilcii
menengah setempat.

[jin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Bupati melaiul Dinas terkait.

Pasal 11

. Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.

. Dalam rangka pengawasan dan pengendailan wajib daitar uiang seuap

5 (lima) tahun.
BAB VIII
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Tata Cata

Pasal 12

(1) Ljin usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 berlaku hanya:

a. untuk 1 (satu) lokasi usaha
b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama

(2) apabila terjadi perubahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat

f\ﬂf‘]"\ﬁ}l’)‘r‘lil’)ﬂﬁ Af)ﬂ "r\l’n m(\r‘am ﬂﬂ?‘lﬁﬂl1!\lﬁ Iﬂﬂﬁﬁﬂﬂm1ﬂ" 10“!’"‘1\

perusahaan wajib mengajukan permohonan bard

=2

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 13

Persyaratan untuk memohon [jin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
(IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern
dengan meiampirkan :

a.

b.
e
d

by u_\:;: i

ot
.

KTP;
Akta Pendirian Perusahaan;
Rekomendasi Peruntukan Lahan;

. Surat [jin Prinsip Usaha dan/ atau analisa Kondisi Sosial ekonomi

i Surat Ijm Loka31 dan / atau persetujuan prinsip membangun (PPM);

Surat IJm Mendxrlkan Bangunan (IMB)

ST T ~ LT F s - IYTOY
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. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang

telah disahkan oleh Dinas terkait yang membidangi;
Surat Pernyataan Pengeioiaan Lingkungan.



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar
tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(4) Daiam rangka Fembinaan Pasar iradisionai, Bupat meiaiui Dinas:

a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk
pemberdavaan pasar tradisional sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar
tradiacinnal:

. Mempnontaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi
pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan
iciiuvdadoi GLLGLbl iciuonasi PGLDCL& LLG.\..I..IDJ.UL.LCLE,

d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

Bupat melalul Dinas mewajibkan:

a. Pusat Perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka
pemberdavaan pasar tradisional;

b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk
sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan oleh Bupati melalui Dinas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14, maka pusat perbelanjaan dan toko modern

wajib memberikan data dan / atau informasi penjualan sesuai ketentuan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan toko modern
sebelum peraturan ini, dipersamakan dengan izin usaha Pusat
Perbeianjaan (iUPP) danjatau izin Usaha Toko Modern (1UTM)
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Izin pengelolaan vang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya
Peratran Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.

{2\ Trnﬂ nanna]nlnoﬂ vano r~|1m1]11.r1 Dnoar 'T‘r-arhc-vnﬂo] c‘n"\a111m ]‘\ﬂ"lﬁ"l1ﬁ‘?0

Peratran Bupati 1n1 dlpersamakna dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradxslonal (IUPQT] berdasarkan Peraturan Bupatl ini.

{1} Puswr Trudisivnal, Pusal Perbelunjuan dun Toko Modemn yung scdung
dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun
belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin
usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

DA Upaicii ioivwdii.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal iy septenber 2000

BUPATI MOROWALI,

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 1S sepramber gob

SEKRETARIS DAERAH
KABUFPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR
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